GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG

Menimbang

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas di Angkutan Jalan, telah
diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2013 Penyelenggaraan Perhubungan Di
Provinsi Jawa Tengah;

bahwa sehubungan dengan diundangkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a bertentangan dengan Undang-
Undang dimaksud sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa
Tengah;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2013 Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54) sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 91, angka 92, angka 93, angka 94, dan angka 95;
b. Bab V Arah Kebijakan Dan Tataran Transportasi Wilayah, Bagian Kesatu



Arah Kebijakan, Paragraf 5 Perhubungan Udara, Pasal 15;
c. Pasal 114;

d. Bab X Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Pasal 182, Pasal 183, Pasal
184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190,
Pasal 191, dan Pasal 192;

e. Pasal 196, sepanjang frase “Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal
186 ayat (1), Pasal 187 ayat (7), Pasal 188 ayat (3), Pasal 189, Pasal 190
ayat (2)”.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 oponer 2048

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang

pada tanggal 15 gktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

UMUM

Penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi
perekonomian, yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan
mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor, yang
diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan
intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah
Jawa Tengah.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
perhubungan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi
Jawa Tengah.

Seiring dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan yang terkait
dengan urusan bidang perhubungan bahwa sub urusan penerbangan
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah, sehingga
pengaturan mengenai penerbangan dalam Peraturan Daerah dimaksud
perlu dilakukan pencabutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.
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